
Jenis Peraturan / Types of 

Regulation

Nomor / Number
Judul Title

PERPRES

81/2025

TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI 

SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN

Special Allowances for Specialist Doctors, Subspecialist Doctors, Specialist Dentists, and 

Subspecialist Dentists Assigned to Disadvantaged, Border, and Island Regions

PERMEN PERHUBUNGAN PM 8/2025 PENYELENGGARAAN AERODROME PERAIRAN The Organization of Water Aerodromes

PERMEN PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 13/2025
KRITERIA PENERIMA DAN EKOSISTEM KREDIT PROGRAM PERUMAHAN Eligibility Criteria and Ecosystem for Housing Program Credit

PERMEN ESDM

16/2025

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Revocation of Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 17 of 

2016 on Implementing Guidelines for the Evaluation of the Government Agency 

Performance Accountability System within the Ministry of Energy and Mineral Resources

PERMEN ATR/KEPALA BPN
7 Tahun 2025

PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN BANJARMASIN, BANJARBARU, BANJAR, BARITO KUALA, 

DAN TANAH LAUT

Management of the Metropolitan Urban Area of Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito 

Kuala, and Tanah Laut

PERMEN AGAMA
12 Tahun 2025

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DAN MA’HAD ALY Recognition of Prior Learning in Religious Higher Education Institutions and Ma’had Aly

PERMEN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, 

DAN TEKNOLOGI 34/2025
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Organization and Work Procedures of Makassar State University

33/2025 STATUTA UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA Statute of Trunojoyo Madura University

32/2025 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF Organization and Work Procedures of the State Polytechnic of Creative Media

31/2025 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA Organization and Work Procedures of of Sriwijaya State Polytechnic

30/2025 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BALI Organization and Work Procedures of Bali State Polytechnic

29/2025 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN Organization and Work Procedures of Borneo Tarakan University

28/2025 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT SENI INDONESIA BALI Organization and Work Procedures of the Indonesian Institute of the Arts Bali

PERMEN PERINDUSTRIAN 34/2025 KRITERIA PENERIMA KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA Eligibility Criteria for Labor-Intensive Industry Credit

33/2025
STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI POLIETILENA, INDUSTRI POLIPROPILENA, INDUSTRI POLISTIRENA, 

DAN INDUSTRI POLIVINIL KLORIDA

Green Industry Standards for the Polyethylene, Polypropylene, Polystyrene, and Polyvinyl 

Chloride Industries

32/2025
STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI PULP, INDUSTRI KERTAS BUDAYA, DAN INDUSTRI KERTAS TISU Green Industry Standards for the Pulp, Cultural Paper, and Tissue Paper Industries

31/2025 STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK KACA PENGAMAN Green Industry Standards for Safety Glass

30/2025 STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI GULA KRISTAL PUTIH Green Industry Standards for the White Crystal Sugar Industry

29/2025 STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI ASAM NITRAT DAN AMONIUM NITRAT Green Industry Standards for Nitric Acid and Ammonium Nitrate Industries

28/2025 STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI BETON PRACETAK Green Industry Standards for the Precast Concrete Industry

PERMEN PERDAGANGAN
28/2025

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Organization and Work Procedures of Technical Executive Units within the Ministry of 

Trade

27/2025

PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DAN PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI 

NASIONAL INDONESIA KATEGORI REAL ESTAT GOLONGAN POKOK REAL ESTAT BIDANG PERANTARAAN 

PERDAGANGAN PROPERTI

Enforcement of the Indonesian National Work Competency Standards and 

Implementation of the Indonesian National Qualifications Framework for the Real Estate 

Category of the Main Class of Real Estate, in the Field of Property Brokerage

PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
14/2025

PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Acting Officials and Daily Executing Officials within the Ministry of Marine Affairs and 

Fisheries

13/2025
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Official Correspondence Procedures within the Ministry of Marine Affairs and Fisheries

PERMEN INVESTASI DAN 

HILIRISASI/KEPALA BKPM
3 Tahun 2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 

1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA 

USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI DAERAH

Amendment to Regulation of the Minister of Investment/Head of the Investment 

Coordinating Board Number 1 of 2022 on Procedures for the Implementaion Partnerships 

in the Investment Sector Between Large Enterprises and Micro, Small, and Medium 

Enterprises in  Regions

PERMEN KEHUTANAN
16/2025

TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN 

TANAMAN HUTAN

Procedures for the Imposition of Tariffs on Non-Tax State Revenue in the Field of Forest 

Plant Seedling

PERMEN IMIGRASI DAN 

PEMASYARAKATAN 10 Tahun 2025

PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS 

TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DIBERIKAN BEBAS VISA 

KUNJUNGAN

Addition to the List of Countries, Special Administrative Regions of a Country, and Certain 

Entities or Holders of Specific Residence Permit Granted Free Visit Visa

PERMEN KEUANGAN

59/2025

PEMBELIAN KEMBALI DAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERTA 

PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEBAGAI SERI PENUKAR DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI 

SURAT UTANG NEGARA

Buyback and Direct Sale of State Sharia Securities and Issuance of State Sharia Securities 

as Swap Series in the Context of Government Bond Buybacks

PERMEN KESEHATAN
9 Tahun 2025

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN
Organization and Work Procedures of Technical Executive Units in the Field of Health 

Training

PERIODE II BULAN AGUSTUS 2025 (SECOND PERIOD OF AUGUST 2025)

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU(LIST OF NEW LAWS AND 

REGULATIONS) Agustus 2025



PERMEN DESA DAN PEMBANGUNAN 

DAERAH TERTINGGAL 10 Tahun 2025
MEKANISME PERSETUJUAN DARI KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Mechanism for Approval of Village Head  in the Financing of Merah Putih Village 

Cooperatives
PERMEN KOORDINATOR BIDANG 

HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, 

IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN 3 Tahun 2025

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 

HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

Implementation of the Granting of Performance Allowance within the Coordinating 

Ministry of Legal, Human Rights, Immigration, and Correctional Affairs

PERMEN KOORDINATOR BIDANG 

PEREKONOMIAN 13/2025
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN Implementing Guidelines for the Housing Credit Program 

12 Tahun 2025

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

Fourth Amendment to Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of 

the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 on Implementing Guidelines for the People’s 
Business Credit

PERMEN HUKUM
27/2025

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN 

ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK

Implementing Regulation to Regulation of the Government Number 56 of 2021 on the 

Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music
PERMEN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN 

PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 6 Tahun 2025
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN 

HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Procedures for the Granting of Performance Allowances to Employees within the Ministry 

of Environment/Environmental Control Agency

PERMEN PANRB 12 Tahun 2025 JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEAHLIAN LEGISLATIF DAN PERSIDANGAN Functional Positions in the Field of Legislative Expertise and Parliamentary Affairs

11 Tahun 2025
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 

NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERTANIAN

Amendment to Regulation of the Minister for Administrative and Bureaucratic Reform 

Number 23 of 2024 on Functional Positions in the Agricultural Sector

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS 7 Tahun 2025 PEDOMAN BERBAGIPAKAI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL Guidelines for the Sharing Use of the Single National Social and Economic Data

PERMEN SOSIAL
9 Tahun 2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA
Amendment to Regulation of the Minister of Social Affairs Number 25 of 2019 on Youth 

Social Organization

8 Tahun 2025 AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Accreditation of Institutions in the Social Welfare Sector

PERMEN USAHA MIKRO, KECIL, DAN 

MENENGAH 1 Tahun 2025
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Official Correspondence Procedures of the Ministry of Micro-, Small-, and Medium Scale 

Enterprises

KEPMEN ESDM
271.K/MB.01/MEM.B/2025

HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE KEDUA BULAN AGUSTUS 

TAHUN 2025

Reference Metal Mineral Prices and Reference Coal Prices for the Second Period of 

August 2025

268.K/MB.01/MEM.B/2025
PEDOMAN PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PENJUALAN KOMODITAS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

Guidelines for the Determination of Benchmark Prices for Sales of Metal Mineral and Coal 

Commodities

265.K/GL.01/MEM.G/2025 PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE) KOTA POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH Determination of Poso City Geoheritage, Central Sulawesi Province

264.K/GL.01/MEM.G/2025 PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE) KOTA SABANG PROVINSI ACEH Determination of Sabang City Geoheritage, Aceh Province

KEPMEN PERHUBUNGAN
KM.38/2025

PENGGUNAAN BANDAR UDARA YANG DAPAT MELAYANI PENERBANGAN LANGSUNG DARI DAN/ATAU KE LUAR 

NEGERI
Utilization of Airports Authorized to Serve Direct Flights To and/or From Foreign Countries

KM.37/2025 PENETAPAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL Determination of International Airports

KM.36/2025
PENETAPAN WILAYAH LAUT YANG SANGAT SENSITIF (PARTICULARLY SENSITIVE SEA AREA) PADA KEPULAUAN 

NUSA PENIDA DAN KEPULAUAN GILI MATRA DI SELAT LOMBOK

Determination of Particularly Sensitive Sea Areas in the Nusa Penida Islands and Gili 

Matra Islands in the Lombok Strait

KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 47/2025 PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL Determination of Fisheries Ports as National Vital Object

46/2025 KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH SIROMBU PROVINSI SUMATERA UTARA Conservation Area in the Waters of Sirombu, North Sumatra Province

45/2025
LINGKUP KEGIATAN DAN METODE PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PELAKSANAAN SENTRA 

INDUSTRI GARAM NASIONAL TAHUN 2025 

Scope of Activities and Procurement Methods for Goods/Services in the Implementation 

of the 2025 National Salt Industry Center

KEPMEN KEHUTANAN 406/2025 PENETAPAN LAHAN KRITIS NASIONAL  Determination of National Critical Lands

KEPMEN LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA 

BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN 

HIDUP
1637/2025

INTEGRASI PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN, PERSETUJUAN TEKNIS, RINCIAN TEKNIS DAN DOKUMEN 

RINCIAN TEKNIS LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 

REPUBLIK INDONESIA

Integration of the Issuance of Environmental Approval, Technical Approval, Technical 

Specifications, and Technical Specification Documents within the Ministry of 

Environment/Environmental Control Agency of the Republic of Indonesia

KEPMEN KETENAGAKERJAAN

286/2025

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, 

DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN BIDANG 

PRODUKTIVITAS

Determination of Indonesian National Work Competency Standards for the Professional, 

Scientific, and Technical Activities Category of the Main Class of Head Office and 

Management Consultancy Activities, in the Productivity Sector

282/2025 SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJMN Information Security Management System at the Ministry of Manpower

KEPMEN PARIWISATA
SK/45/HK.01.02/MP/2025

PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMANDUAN WISATA GUNUNG
Establishment of the Indonesian National Qualifications Framework in the Field of 

Mountain Tour Guiding

SK/44/HK.01.02/MP/2025
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG JASA PEMANDUAN PANJAT TEBING

Establishment of the Indonesian National Qualifications Framework in the Field of Rock 

Climbing Guiding Services

SK/43/HK.01.02/MP/2025
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG JASA BOGA

Establishment of the Indonesian National Qualifications Framework in the Field of 

Catering Services

KEPMEN PERTANIAN
649/Kpts./OT.050/M/08/2025

KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP UNIT PELAKSANA 

TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN

Substance Group and Work Team within the Functional Position Groups at Technical 

Executive Unit of the Ministry of Agriculture
KEPMEN KOORDINATOR

BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN 96/2025
FORUM KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN 

WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA

Forum on Security, Safety, and Law Enforcement in Indonesian Waters and Indonesia's 

Jurisdictional Zones

KEPMEN KEUANGAN 27/KM.4/2025 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR Determination of Export Prices for the Calculation of Export Duty

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI 

AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,

DAN MENTERI PANRB 933; 1; 3 Tahun 2025

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1017 TAHUN 2024, NOMOR 2 

TAHUN 2024, NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

Amendment to Joint Decree of the Minister of Religious Affairs, the Minister of 

Manpower, and the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 1017 of 

2024, Number 2 of 2024, and Number 2 of 2024 on National Holidays and Collective 

Leave Days for 2025

SE MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
3 Tahun 2025

PEDOMAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS JALAN DAERAH UNTUK MENDUKUNG 

SWASEMBADA PANGAN DAN ENERGI

Implementing Guidelines for Regional Road Connectivity Acceleration to Support Food 

and Energy Self-Sufficiency

SE MENTERI BUMN
SE-1/MBU/08/2025

PELAKSANAAN ZERO OVER DIMENSION OVER LOADING (ODOL) DI LINGKUNGAN BUMN
Implementation of  Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) within State-Owned 

Enterprises

SE MENTERI DALAM NEGERI
400.5.7/4072/SJ

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI 

DAERAH

Establishment of  Task Force for the Acceleration of Implementation of  Free Nutritious 

Meal Program in Regions



PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN

PER-13/PB/2025

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-3/PB/2023 

TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II, TINGKAT III, 

DAN TINGKAT IV PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

Second Amendment to Regulation of the Director-General of Treasury Number PER-

3/PB/2023 on the Determination of Tariff Zones for Public Service Agency of Hospital at 

Level II, Level III, and Level IV within the Ministry of Defense

PERATURAN DIRJEN PAJAK

PER-16/PJ/2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2025 TENTANG PELAKSANAAN 

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, 

WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA SPECIAL 

PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Amendment to Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-6/PJ/2025 on 

the Implementation of Preliminary Refund of Tax Overpayment for Taxpayers with 

Certain Criteria, Taxpayers with Certain Requirements, Low-Risk Taxable Entrepreneurs, 

as well as Special Purpose Company or Collective Investment Contract as Low-Risk 

Taxable Entrepreneurs
KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN 

LAUT KP-DJPL 430/2025
PEDOMAN STANDAR PENGAWAKAN TERKAIT SUPERNUMERARY PADA KAPAL NIAGA BERBENDERA INDONESIA

Standard Manning Guidelines Related to Supernumeraries on Indonesian-Flagged 

Merchant Ships

KP-DJPL 408/2025
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS PENGAWASAN 

KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN

Implementing Guidelines for the Imposition of Non-Tax State Revenue (PNBP) Tariffs on 

the Supervision of Cargo Loading and Unloading Activities at Ports

KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN 

UDARA

PR-DJPU 13/2025

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 244 TAHUN 

2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 8900-5.2 (STAFF 

INSTRUCTION 8900-5.2) TENTANG PROSEDUR SERTIFIKASI PERSONEL DAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

INSPEKTUR OPERASI PENERBANGAN (PERSONEL LICENSING PROCEDURES AND FLIGHT OPERATIONS INSPECTOR 

TASKS AND RESPONSIBILITIES)

Second Amendment to Regulation of the Director-General of Civil Aviation Number KP 

244 of 2017 on Technical Instructions for Civil Aviation Safety Regulation Part 8900-5.2 

(Staff Instruction 8900-5.2) on Personnel Licensing Procedures and Flight Operations 

Inspector Tasks and Responsibilities

PR-DJPU 10/2025

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-24 (ADVISORY 

CIRCULAR CASR PART 139-24) PEDOMAN PELAPORAN PERHITUNGAN PCR (PAVEMENT CLASSIFICATION RATING) 

PERKERASAN PRASARANA BANDAR UDARA

Technical Operational Guidelines for Civil Aviation Safety Regulation Part 139-24 

(Advisory Circular CASR Part 139-24) on Guidelines for Reporting Pavement Classification 

Rating (PCR) Calculations of Airport Pavement Infrastructure 
KEPUTUSAN DIRJEN PERDAGANGAN 

DALAM NEGERI 30/2025
JADWAL LAYANAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN I BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI Service Schedule of the Integrated Trade Service Unit I in the Field of Domestic Trade

29/2025
PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAYANAN TERPADU 

PERDAGANGAN I BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Establishment of Guidelines for Public Service Delivery at the Integrated Trade Service 

Unit I in the Field of Domestic Trade

28/2025

PENETAPAN VISI, MISI, MAKLUMAT, DAN MOTTO SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAYANAN 

TERPADU PERDAGANGAN I BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Establishment of Vision, Mission, Public Service Declaration, Motto, and Public Service 

Standards at the Integrated Trade Service Unit I in the Field of Domestic Trade

SE DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT
SE-DJPL 25/2025

PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN SERTA PENCEGAHAN KECELAKAAN KAPAL PADA 

ANGKUTAN LAUT DAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Supervision of Maritime Safety and Security and Prevention of Ship Accident in Sea and 

Ferry Transport

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI 7 Tahun 2025 TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG Procedural Law in Constitutional Judicial Review Case

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT 

DAN MAKANAN 24/2025
TATA LAKSANA PERSETUJUAN OBAT PENGEMBANGAN BARU Procedures for the Approval of New Drug Development

23/2025
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 

2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT

Fifth Amendment to Regulation of the Head of the National Agency of Drug and Food 

Control Number 24 of 2017 on Criteria and Procedures for Drug Registration
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA 

NUSANTARA 7 Tahun 2025
SATU DATA INDONESIA DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Indonesia One Data Policy within the Capital City of Nusantara Authority

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
18/2025

TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK Transparency and Publication of Bank Report

17/2025 PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Securities Offering Through Information Technology-Based Crowdfunding Services

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS 

JASA KEUANGAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN OLEH BANK UMUM
Employment of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program by Commercial Banks

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA 

INDONESIA 2717/2025
PEDOMAN PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN, DAN/ATAU PEMERIKSAAN SERTA PENYIDIKAN TINDAK 

PIDANA DI BIDANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

Guidelines for Supervision, Observation, Research, and/or Examination as well as 

Criminal Investigation in the Field of Animal, Fish, and Plant Quarantine
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH 118/2025

PANDUAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA LEVEL-1 DAN LEVEL-

2 UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Implementing Guidelines for Technical Training on Procurement Competency Level-1 and 

Level-2 to Support National Priority Program

KEPUTUSAN SKK MIGAS

KEP-0082/SKKIA0000/2025/S9

PERUBAHAN KEDUA KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI BUKU KEDUA TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVISL-05 NOMOR PTK-007/SKKIA0000/2023/S9

Second Amendment to Provisions of Working Guidelines for Supply Chain Management 

of Book Two, on the Implementation Guidelines for Procurement of Goods/Services 

REVISI-05 Number PTK-007/SKKIA0000/2023/S9

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH 

AGUNG 133/KMA/SK.KP1.1.2/VII/2025

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 48/KMA/SK/II/2017 TENTANG POLA 

PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

Amendment to Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 

48/KMA/SK/II/2017 on Promotion and Rotation Patterns for Judges in the Four Judicial 

Branches

KEPUTUSAN KEPALA BPJPH
146/2025

PETUNJUK TEKNIS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL YANG DIDASARKAN ATAS 

PERNYATAAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

Technical Instructions for Halal Certification Services for Micro- and Small-Scale Business 

Acto Based on Halal Statemen of Micro- and Small-Scale Business Actor

SURAT EDARAN BERSAMA KPEI, BEI, KSEI

SE-00004/BEI/08-2025; SE-

004/DIR/KPEI/0825; SE-0001/DIR-

EKS/KSEI/0825

PENINGKATAN KEAMANAN PEMINDAHBUKUAN DANA DARI REKENING DANA NASABAH (RDN) Enhancing the Security of Fund Transfer from Customer Fund Account (RDN)

SURAT EDARAN BEI
SE-00003/BEI/08-2025

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU PERMOHONAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN 

PERDAGANGAN OLEH ANGGOTA BURSA EFEK KEPADA BURSA

Procedures for the Submission of Report and/or Application Regulated Under Trade 

Regulations by Members of the Stock Exchange  to the Exchange

SURAT EDARAN SKK MIGAS

EDR-0254/SKKIH0000/2025/S0

PERUBAHAN KETIGA PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Third Amendment to Implementing Guidelines for Goods and Services Procurement

RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS 

JASA KEUANGAN

PROSES PENILAIAN KECUKUPAN LIKUIDITAS SECARA INTERNAL (INTERNAL LIQUIDITY ADEQUACY 

ASSESSMENT PROCESS) BAGI BANK UMUM
Internal Liquidity Adequacy Assessment Process for Commercial Banks

TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL Transparency and Publication of Reports by Conventional Commercial Banks

SURAT DANANTARA

S-063/DI-BP/VII/2025

PEMBERIAN TANTIEM, INSENTIF, DAN/ATAU PENGHASILAN DALAM BENTUK LAINNYA KEPADA DIREKSI DAN 

DEWAN KOMISARIS BUMN DAN ANAK USAHA BUMN

Provision of Tantiem, Incentives, and/or Other Forms of Compensation to the Board of 

Directors and Board of Commissioners of State-Owned Enterprises and Its Subsidiaries



SURAT DIRJEN BADAN PERADILAN 

MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA 

NEGARA 848/DJMT/OT1.6/VII/2025
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Activities to Enhance Judicial Services within the State Administrative Court Jurisdiction

SURAT PANITERA MAHKAMAH AGUNG

835 /PAN/HK2/VIII/2025

PERHITUNGAN WAKTU UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN PUTUSAN DIDASARKAN PADA 

SUATU KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN YANG DIKETAHUI SETELAH PERKARANYA DIPUTUS

Calculation of  Time Limit for Legal Remedies of Judicial Review Based on a Decision 

Founded on Falsehood or Fraud by the Opposing Party Discovered After the Case Has 

Been Decided

PP
34/2025

TATA CARA PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
PROCEDURES FOR MANAGING ASSET OF THE DAYA ANAGATA NUSANTARA INVESTMENT 

MANAGEMENT AGENCY

PERPRES

84/2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA 

NASIONAL INDONESIA

THE AMENDMENT TO REGULATION OF THE PRESIDENT NUMBER 66 OF 2019 ON THE 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES

80/2025
PEIVYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

THE PREPARATION OF STRATEGIC PLANS AND WORK PLANS OF 

MINISTRIES/INSTITUTIONS

79/2025 PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025 UPDATE OF THE 2025 GOVERNMENT WORK PLAN

PERMEN KEUANGAN

58/2025

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA 

PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL LAYANAN POS 

UNIVERSAL

THE SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 

82/PMK.02/2016 ON PROCEDURES FOR PROVISION, DISBURSEMENT, AND 

ACCOUNTABILITY OF UNIVERSAL POSTAGE SERVICE OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS

57/2025
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA 

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TYPES AND RATES OF VOLATILE NON-TAX STATE REVENUE APPLICABLE TO THE NATIONAL 

ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

56/2025
TATA CARA PELAKSANAAN EFISIENSI BELANJA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PROCEDURES FOR IMPLEMENTING SPENDING EFFICIENCY IN THE STATE REVENUE AND 

EXPENDITURE BUDGET

55/2025
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA

PROCEDURES FOR IMPLEMENTING INTEREST SUBSIDY/CREDIT MARGIN SUBSIDY 

ACTIVITIES FOR LABOR-INTENSIVE INDUSTRIES

54/2025

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN 

PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

THE THIRD AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 81 OF 

2024 ON TAXATION PROVISIONS IN THE FRAMEWORK OF IMPLEMENTING THE CORE 

SYSTEM OF TAX ADMINISTRATION

53/2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN 

SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

THE AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 11 OF 2025 

ON PROVISIONS ON OTHER VALUES AS THE BASIS FOR TAX IMPOSITION AND CERTAIN 

AMOUNT OF VALUE ADDED TAX

52/2025

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK 

PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS PERHIASAN, EMAS 

BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, BATU PERMATA DAN/ATAU BATU 

LAINNYA YANG SEJENIS, SERTA JASA YANG TERKAIT DENGAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN 

YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, DAN/ATAU BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG 

SEJENIS, YANG DILAKUKAN OLEH PABRIKAN EMAS PERHIASAN, PEDAGANG EMAS PERHIASAN, DAN/ATAU 

PENGUSAHA EMAS BATANGAN

THE SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 48 

OF 2023 ON INCOME TAX AND/OR VALUE ADDED TAX ON THE SALE/DELIVERY OF GOLD 

JEWELRY, GOLD BARS, JEWELRY MADE ENTIRELY NOT FROM GOLD, GEMSTONES AND/OR 

OTHER SIMILAR STONES, AND SERVICES RELATED TO GOLD JEWELRY, GOLD BARS, 

JEWELRY MADE ENTIRELY NOT FROM GOLD, AND/OR GEMSTONES AND/OR OTHER 

SIMILAR STONES, CARRIED OUT BY GOLD JEWELRY MANUFACTURERS, GOLD JEWELRY 

TRADERS, AND/OR GOLD BAR ENTREPRENEURS

51/2025

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN 

BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

COLLECTION OF ARTICLE-22 INCOME TAX IN CONNECTION WITH PAYMENTS FOR 

DELIVERY OF GOODS AND ACTIVITIES IN THE FIELD OF IMPORTS OR BUSINESS ACTIVITIES 

IN OTHER FIELDS

50/2025
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO VALUE ADDED TAX AND INCOME TAX ON CRYPTO ASSET TRADING TRANSACTIONS

47/2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA 

PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK

THE AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 

68/PMK.02/2016 ON PROCEDURES FOR PROVISION, DISBURSEMENT, AND 

ACCOUNTABILITY OF FERTILIZER SUBSIDY FUNDS

46/2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 186/PMK.02/2020 TENTANG TATA CARA 

PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN 

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

THE AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 

186/PMK.02/2020 ON PROCEDURES FOR APPROVAL OF PROGRAM MANAGEMENT 

REPORTS AND ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF SOCIAL SECURITY ADMINISTRATORS

45/2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA 

PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG 

KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU 

PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG 

BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

PROCEDURES FOR EXEMPTION FROM VALUE ADDED TAX ON THE IMPORT AND/OR 

DELIVERY OF CERTAIN TAXABLE GOODS OF A STRATEGIC NATURE AND DELIVERY WITHIN 

THE CUSTOMS AREA AND/OR UTILIZATION FROM OUTSIDE THE CUSTOMS AREA WITHIN 

THE CUSTOMS AREA OF CERTAIN TAXABLE SERVICES OF A STRATEGIC NATURE FOR THE 

PURPOSES OF STATE DEFENSE AND/OR SECURITY

44/2025
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BEKAL KHUSUS OPERASI TERTENTU YANG DITANGGUNG 

PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

VALUE ADDED TAX ON THE DELIVERY OF SPECIAL PROVISIONS FOR CERTAIN OPERATIONS 

PAID BY THE GOVERNMENT IN FISCAL YEAR 2025
PERMEN KOORDINATOR BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 

KEBUDAYAAN 2 Tahun 2025
KOORDINASI PENENTUAN BATAS MAKSIMAL KADAR NIKOTIN DAN TAR

COORDINATION OF DETERMINATION OF MAXIMUM LIMITS FOR NICOTINE AND TAR 

LEVELS

PERMEN INVESTASI DAN HILIRISASI/

KEPALA BKPM 2 Tahun 2025

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG 

INVESTASI, HILIRISASI, DAN PENANAMAN MODAL

IMPLEMENTATION OF COMPETENCY DEVELOPMENT THROUGH AN INTEGRATED 

LEARNING SYSTEM IN THE FIELDS OF INVESTMENT, DOWNSTREAMING, AND CAPITAL 

INVESTMENT
PERMEN DESA DAN PEMBANGUNAN 

DAERAH TERTINGGAL 9 Tahun 2025
PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL

PUBLIC COMMUNICATION MANAGEMENT IN THE MINISTRY OF VILLAGES AND 

DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGIONS

8 Tahun 2025
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DYNAMIC ARCHIVE SECURITY AND ACCESS CLASSIFICATION SYSTEM IN THE MINISTRY OF 

VILLAGES AND DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGIONS

PERIODE I BULAN AGUSTUS 2025 (FIRST PERIOD OF AUGUST 2025)



PERMEN HAK ASASI MANUSIA
9 Tahun 2025

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM 

WITHIN THE MINISTRY OF HUMAN RIGHTS

8 Tahun 2025
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE ALLOWANCE PROVISION IN THE MINISTRY OF 

HUMAN RIGHTS

PERMEN KEHUTANAN
15/2025

TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELEPASAN KAWASAN HUTAN
PROCEDURES FOR IMPOSING RATES ON TYPES OF NON-TAX STATE REVENUE FROM 

RELEASE OF FOREST AREA

14/2025
TATA CARA PENGENAAN, PENENTUAN, DAN PEMBAYARAN ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

PROCEDURES FOR IMPOSING, DETERMINING AND PAYING TYPES OF NON-TAX STATE 

REVENUE IN THE FIELD OF FOREST AREA USE

13/2025
PENGELOLAAN DAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

MANAGEMENT AND HANDLING OF CONFLICTS OF INTEREST IN THE MINISTRY OF 

FORESTRY

PERMEN KESEHATAN

8 Tahun 2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

THE AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH NUMBER 25 OF 2023 

ON THE ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF TECHNICAL IMPLEMENTATION 

UNITS IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH LABORATORIES

PERMEN HUKUM

26/2025

TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, 

PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA KARTU 

TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PROCEDURES FOR APPOINTMENT, INAUGURATIONS AND OATH- OR PROMISE-TAKING, 

TRANSFERS, DISMISSAL AND REINSTATEMENT OF CIVIL SERVANT INVESTIGATIVE 

OFFICERS, AND CIVIL SERVANT INVESTIGATIVE OFFICERS' IDENTIFICATION CARDS

PERMEN LH/KEPALA BAPEDAL 5 Tahun 2025 PENYELENGGARAAN PROGRAM ADIWIYATA IMPLEMENTATION OF THE ADIWIYATA PROGRAM

PERMEN PERINDUSTRIAN
27/2025

TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
PROCEDURES FOR ISSUING TECHNICAL CONSIDERATIONS FOR IMPORTS OF TEXTILES AND 

TEXTILE PRODUCTS

26/2025 STANDAR KAWASAN INDUSTRI DAN AKREDITASI KAWASAN INDUSTRI INDUSTRIAL AREA STANDARDS AND INDUSTRIAL AREA ACCREDITATION

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS

6 Tahun 2025

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, 

PENGAJUAN USULAN, PENILAIAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN 

LUAR NEGERI DAN HIBAH

THE SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF NATIONAL 

DEVELOPMENT PLANNING/HEAD OF NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY 

NUMBER 4 OF 2011 ON PROCEDURES FOR PLANNING, SUBMITTING PROPOSALS, 

ASSESSMENT, MONITORING AND EVALUATION OF ACTIVITIES FUNDED BY FOREIGN 

LOANS AND GRANTS

PERMEN PERTANIAN

18/2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 08 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN UMUM 

BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

THE AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE NUMBER 08 OF 

2024 ON GENERAL GUIDELINES FOR GOVERNMENT ASSISTANCE IN THE SCOPE OF THE 

MINISTRY OF AGRICULTURE FOR THE 2025 FISCAL YEAR

KEPMEN KETENAGAKERJAAN

260/2025

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 

GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI BIDANG SISTEM 

MANAJEMEN LINGKUNGAN

THE DETERMINATION OF INDONESIAN NATIONAL WORK COMPETENCY STANDARDS FOR 

MINING AND EXCAVATION CATEGORY, MAIN CLASSIFICATION OF OIL AND NATURAL GAS 

AND GEOTHERMAL MINING, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM SECTOR

259/2025

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP / 

AIR PANAS DAN UDARA DINGIN BIDANG TEKNIK LISTRIK MIGAS

THE DETERMINATION OF INDONESIAN NATIONAL WORK COMPETENCY STANDARDS FOR 

ELECTRICITY, GAS, STEAM/HOT WATER AND COLD AIR PROCUREMENT CATEGORY IN THE 

FIELD OF OIL AND GAS ELECTRICAL ENGINEERING

258/2025

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 

GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN BIDANG FLUIDA PENGEBORAN, KOMPLESI, 

DAN KERJA ULANG SUMUR

THE DETERMINATION OF INDONESIAN NATIONAL WORK COMPETENCY STANDARDS FOR 

MINING AND EXCAVATION CATEGORY, MAIN CLASSIFICATION OF MINING SUPPORT 

SERVICE ACTIVITIES IN THE FIELD OF FLUID DRILLING, COMPLETION AND WELL 

WORKOVER

257/2025

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN 

ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR GOLONGAN POKOK PERDAGANGAN ECERAN, 

BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR BIDANG PERDAGANGAN BARANG SECARA ECERAN MELALUI PEMESANAN 

ONLINE

THE DETERMINATION OF INDONESIAN NATIONAL WORK COMPETENCY STANDARDS FOR 

WHOLESALE AND RETAIL TRADE CATEGORY; REPAIR AND MAINTENANCE OF CARS AND 

MOTORCYCLES IN THE MAIN CATEGORIES OF RETAIL TRADE, NOT CARS AND 

MOTORCYCLES IN THE FIELD OF RETAIL TRADE OF GOODS THROUGH ONLINE ORDERING

KEPMEN PERDAGANGAN
1702/2025

HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR EXPORT BENCHMARK PRICE FOR MINING PRODUCTS SUBJECT TO EXPORT DUTY 

1695/2025

DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN 

DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 25 KG

LIST OF BRANDS OF REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN IN BRANDED 

PACKAGING AND PACKAGED WITH A NET WEIGHT OF LESS THAN OR EQUAL TO 25 KG

1694/2025

HARGA REFERENSI CRUDE PALM OIL YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN 

UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

REFERENCE PRICE OF CRUDE PALM OIL SUBJECT TO EXPORT DUTY AND SERVICE RATES OF 

THE PUBLIC SERVICE AGENCY OF THE PALM OIL PLANTATION FUND MANAGEMENT 

AGENCY

1693/2025
HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG 

DIKENAKAN BEA KELUAR

EXPORT BENCHMARK PRICES AND REFERENCE PRICES FOR AGRICULTURAL AND FORESTRY 

PRODUCTS SUBJECT TO EXPORT DUTY

KEPMEN ESDM 228.K/MG.03/MEM.G/2025 NERACA SUMBER DAYA DAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL TAHUN 2025 NATIONAL MINERAL AND COAL RESOURCES AND RESERVES BALANCE 2025

261.K/MB.01/MEM.B/2025
HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN AGUSTUS 

TAHUN 2025

REFERENCE METAL MINERAL PRICES AND REFERENCE COAL PRICES FOR THE FIRST PERIOD 

OF AUGUST 2025

KEPMEN KESEHATAN
HK.01.07/MENKES/737/2025

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KLINIK DESA/KELURAHAN DAN APOTEK DESA/KELURAHAN 

PERCONTOHAN

TECHNICAL GUIDELINES FOR IMPLEMENTING VILLAGE/SUB-DISTRICT CLINICS AND 

VILLAGE/SUB-DISTRICT PHARMACIES

KEPMEN KEUANGAN
26/KM.4/2025

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR THE DETERMINATION OF EXPORT PRICES FOR THE CALCULATION OF EXPORT DUTY

KEPMEN PERTANIAN 320/KPTS/SR.210/B/07/2025 PEDOMAN PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TANI PADI GUIDELINES FOR IMPLEMENTING RICE FARMING INSURANCE



KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

43/2025

PEDOMAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERUSAHAAN PERIKANAN DARI INDONESIA YANG AKAN 

MELAKUKAN KERJA SAMA PERIKANAN TANGKAP DENGAN PERUSAHAAN PERIKANAN DARI NEGARA LAIN 

SEBAGAI IMPLEMENTASI KERJA SAMA BILATERAL 

GUIDELINES FOR ISSUING RECOMMENDATION LETTERS FOR FISHERY COMPANIES FROM 

INDONESIA THAT WILL CARRY OUT CAPTURE FISHERY COOPERATION WITH FISHERY 

COMPANIES FROM OTHER COUNTRIES AS AN IMPLEMENTATION OF BILATERAL 

COOPERATION 

KEPMEN LH/KEPALA BAPEDAL
1375/2025

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
COMPANY PERFORMANCE RATING ASSESSMENT PROGRAM IN ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT

KEPMEN PPN/KEPALA BAPPENAS
KEP.45/M.PPN/HK/07/2025

PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJA SAMA PEMERJNTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2025
DETERMINATION OF THE LIST OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PLANS WITH BUSINESS 

ENTITIES IN 2025

KEP.36/M.PPN/HK/07/2025

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

FORMATION OF A TEAM FOR IMPROVING THE USE OF DOMESTIC PRODUCTS OF THE 

MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING/NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING 

AGENCY

KEPMEN PEKERJAAN UMUM
685/KPTS/M/2025

PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL BEKASI-

CAWANG-KAMPUNG MELAYU

DETERMINATION OF MOTOR VEHICLE TYPE CLASSIFICATION AND ADJUSTMENT OF TOLL 

RATES ON THE BEKASI-CAWANG-KAMPUNG MELAYU TOLL ROAD

684/KPTS/M/2025
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL MEDAN-

BINJAI

DETERMINATION OF MOTOR VEHICLE TYPE CLASSIFICATION AND ADJUSTMENT OF TOLL 

RATES ON THE MEDAN-BINJAI TOLL ROAD

683/KPTS/M/2025

PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL SOLO-

YOGYAKARTA- NYIA KULON PROGO SEKSI 1 (KARTASURA-PURWOMARTANI) SEGMEN KLATEN-PRAMBANAN

DETERMINATION OF TYPES OF MOTOR VEHICLES AND TOLL RATE AMOUNT ON THE SOLO-

YOGYAKARTA-NYIA KULON PROGO TOLL ROAD SECTION 1 (KARTASURA-

PURWOMARTANI) KLATEN-PRAMBANAN SEGMENT

682/KPTS/M/2025
PENGURUS BADAN PEMBINA OLAHRAGA DAN KESENIAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025

THE MANAGEMENT OF THE SPORTS AND ARTS ADVISORY AGENCY OF THE MINISTRY OF 

PUBLIC WORKS IN 2025

671/KPTS/M/2025
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025-

2029
MINISTRY OF PUBLIC WORKS DOMESTIC PRODUCT USE IMPROVEMENT TEAM 2025-2029

KEPMEN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
347/2025

PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN DIGITAL
GUIDELINES FOR EVALUATION OF LAWS AND REGULATIONS IN THE FIELD OF 

COMMUNICATIONS AND DIGITAL
RANCANGAN KEPMEN KOMUNIKASI 

DAN DIGITAL STANDAR TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI LAND MOBILE RADIO
TECHNICAL STANDARDS FOR LAND MOBILE RADIO TELECOMMUNICATION DEVICES

SE MENTERI KEHUTANAN
SE.6/MENHUT/SETJEN/KUM.02/7/2025

KEGIATAN DI BIDANG KEHUTANAN DALAM KAWASAN RUTAN YANG TIDAK DIKENAKAN PUNGUTAN 

PAJAK/RETRIBUSI

ACTIVITIES IN THE FIELD OF FORESTRY IN THE DETENTION FACILITY AREA THAT ARE NOT 

SUBJECT TO TAX/LEVY

SE MENTERI PANRB
6 Tahun 2025

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA PERIODE TRANSISI TAHUN 2025
IMPLEMENTATION OF BUREAUCRATIC REFORM DURING THE TRANSITION PERIOD IN 

2025

SE MENTERI PEKERJAAN UMUM

10/SE/M/2025

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA 

LAKSANA SUMBER DAYA AIR

TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE FUNCTIONAL POSITION OF WATER RESOURCE 

MANAGER AND THE FUNCTIONAL POSITION OF WATER RESOURCE ADMINISTRATOR

SE BERSAMA MENTERI PPN DAN 

MENTERI KEUANGAN 4; 2/MK/AG/2025
DAFTAR PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA LIST OF MINISTRY/INSTITUTION PROGRAMS

PERATURAN DIRJEN PAJAK

PER-15/PJ/2025

BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, 

PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH 

PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

LIMITATIONS ON CERTAIN CRITERIA FOR OTHER PARTIES AND APPOINTMENT OF OTHER 

PARTIES TO COLLECT, DEPOSIT AND REPORT INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR 

OBTAINED BY DOMESTIC TRADERS BY TRADING MECHANISMS THROUGH ELECTRONIC 

SYSTEMS

KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN 

LAUT KP-DJPL 420/2025

PEDOMAN PENILAIAN KONDISI TEKNIS KAPAL NEGARA PATROLI KESATUAN PENGAWASAN LAUT DAN 

PELAYARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GUIDELINES FOR ASSESSING THE TECHNICAL CONDITION OF STATE VESSELS OF THE 

MARINE AND SHIPPING SUPERVISION UNIT OF THE DIRECTORATE GENERAL OF SEA 

TRANSPORTATION

KP-DJPL 413/2025
PEDOMAN TERKAIT KETENTUAN DALAM INSTRUMEN IMO YANG PELAKSANAANNYA DILAKUKAN DENGAN 

PERTIMBANGAN ADMINISTRASI

GUIDELINES RELATING TO THE PROVISIONS IN IMO INSTRUMENTS WHICH 

IMPLEMENTATION IS CARRIED OUT WITH ADMINISTRATIVE CONSIDERATIONS
KEPUTUSAN DIRJEN PRASARANA DAN 

SARANA PERTANIAN 21/KPTS/RC.210/B/07/2025
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DARI TITIK SERAH KE PETANI

DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FERTILIZER FROM THE CUSTODY TRANSFER POINT TO 

FARMERS

20/KPTS/RC.210/B/07/2025
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2025

TECHNICAL GUIDELINES FOR SUBSIDIZED FERTILIZER MANAGEMENT FOR THE 2025 FISCAL 

YEAR

SE DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT

SE-DJPL 23/2025

TATA CARA PELAKSANAAN PENGUKURAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN PENERBITAN SURAT UKUR DALAM 

NEGERI KAPAL PENANGKAP IKAN SELAMA MASA TRANSISI

PROCEDURES FOR IMPLEMENTING FISHING VESSEL MEASUREMENTS AND ISSUING 

DOMESTIC MEASUREMENT CERTIFICATES FOR FISHING VESSELS DURING THE TRANSITION 

PERIOD

SE-DJPL 22/2025

PENGAWASAN PENGOPERASIAN KAPAL LCT DAN KAPAL DENGAN KONSTRUKSI YANG SERUPA YANG MENGALAMI 

PEROMBAKAN MENJADI KAPAL RO RO FERRY DAN PASSENGER RO RO CARGO

SUPERVISION OF THE OPERATION OF LCT SHIPS AND SHIPS WITH SIMILAR 

CONSTRUCTION THAT UNDERGO RECONSTRUCTION TO BECOME RO-RO FERRY AND 

PASSENGER RO-RO CARGO SHIPS
SE DIRJEN PENANGGULANGAN

PENYAKIT HK.02.02/C/2262/2025
PEMBIAYAAN TUBERKULOSIS RESISTAN OBAT THE FINANCING OF DRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS

IM.01.01/C/2384/2025 PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH (BIAS) TAHUN 2025 IMPLEMENTATION OF SCHOOL CHILDREN IMMUNIZATION MONTH (BIAS) IN 2025

SE DIRJEN IMIGRASI

IMI-453.GR.01.01/2025

KEBIJAKAN PEMBERIAN VISA KUNJUNGAN CALON TENAGA KERJA ASING DALAM UJI COBA KEMAMPUAN DALAM 

BEKERJA INDEKS C18 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING YANG TIDAK SESUAI 

KETENTUAN

POLICY ON GRANTING VISITOR VISAS FOR PROSPECTIVE FOREIGN WORKERS IN THE C18 

INDEX WORK ABILITY TEST IN THE FRAMEWORK OF PREVENTING THE USE OF FOREIGN 

WORKERS WHO DO NOT COMPLY WITH THE PROVISIONS
PERATURAN BADAN INFORMASI 

GEOSPASIAL 3 Tahun 2025
PEMBENTUKAN STANDAR DATA GEOSPASIAL FORMATION OF GEOSPATIAL DATA STANDARDS

PERATURAN BADAN PENGAWAS 

TENAGA NUKLIR 1 Tahun 2025
PENILAIAN KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

ASSESSMENT OF THE SUITABILITY OF X-RAY INSTRUMENTS IN DIAGNOSTIC AND 

INTERVENTIONAL RADIOLOGY

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL

7 Tahun 2025

KOMPONEN BIAYA PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH, CADANGAN JAGUNG 

PEMERINTAH, DAN CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

COST COMPONENTS FORMING THE PURCHASE PRICE OF GOVERNMENT RICE RESERVES, 

GOVERNMENT CORN RESERVES, AND GOVERNMENT SOYBEAN RESERVES

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT 

DAN MAKANAN 22/2025
PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN PANGAN OLAHAN RECALL AND DESTRUCTION OF PROCESSED FOOD

PERATURAN ANGGOTA DEWAN 

GUBERNUR BI 16/2025
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI 

PASAR UANG

THE AMENDMENT TO REGULATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF GOVERNORS 

NUMBER 13 OF 2024 ON MONEY MARKET TRANSACTIONS



PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA 

NUSANTARA 6 Tahun 2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG 

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERTANAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA

THE AMENDMENT TO REGULATION OF THE HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL 

AUTHORITY NUMBER 12 OF 2023 ON PROCEDURES FOR LAND IMPLEMENTATION IN THE 

NUSANTARA CAPITAL CITY

3 Tahun 2025

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN OTORITA IBU KOTA 

NUSANTARA DAN KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

PROCEDURES FOR FORMING LAWS AND REGULATIONS WITHIN THE NUSANTARA CAPITAL 

AUTHORITY AND DECISIONS OF THE HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL AUTHORITY

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA 

INDONESIA 2664/2025
PENETAPAN JENIS HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DETERMINATION OF TYPES OF QUARANTINE ANIMAL PESTS AND DISEASES

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS 

TENAGA NUKLIR 1579/2025
OTORISASI SUMBER RADIASI PENGION DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

AUTHORIZATION OF IONIZING RADIATION SOURCES WITHIN THE NUCLEAR ENERGY 

REGULATORY AGENCY
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN 

NASIONAL 216/2025
HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH KOMODITAS JAGUNG GOVERNMENT PURCHASE PRICE OF CORN COMMODITY

SE DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR 

DIGITAL 3 Tahun 2025
PERUBAHAN FORMAT DEKLARASI KESESUAIAN (DECLARATION OF CONFORMITY) TERHADAP STANDAR TEKNIS 

ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

CHANGES TO THE FORMAT OF THE DECLARATION OF CONFORMITY TOWARDS TECHNICAL 

STANDARDS FOR TELECOMMUNICATION TOOLS AND/OR DEVICES

SE OJK 19/SEOJK.06/2025 PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PROVISION OF INFORMATION TECHNOLOGY-BASED JOINT FUNDING SERVICES

18/SEOJK.03/2025
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN 

NONOPERASIONAL

FIT-AND-PROPER TEST OF THE MAIN PARTY OF NON-OPERATIONAL FINANCIAL 

CONGLOMERATE PARENT COMPANIES

17/SEOJK.06/2025
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PERGADAIAN DAN PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH MONTHLY REPORT OF PAWNSHOP COMPANIES AND SHARIA PAWNSHOP COMPANIES

RANCANGAN SEOJK PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERGADAIAN PAWNSHOP HEALTH LEVEL ASSESSMENT

PEDOMAN PENERAPAN MANAJAMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL 

VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

GUIDELINES FOR IMPLEMENTING RISK MANAGEMENT FOR FINANCING INSTITUTIONS, 

VENTURE CAPITAL COMPANIES, MICROFINANCE INSTITUTIONS, AND OTHER FINANCIAL 

SERVICE INSTITUTIONS

PUTUSAN MK

104/PUU-XXIII/2025

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN 

WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

REVIEW OF LAW NUMBER 1 OF 2015 ON THE STIPULATION OF REGULATION OF THE 

GOVERNMENT IN LIEU OF LAW NUMBER 1 OF 2014 ON THE ELECTION OF GOVERNOR, 

REGENT, AND MAYOR INTO LAW

91/PUU-XXIII/2025

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN 

WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 

TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 

TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-

UNDANG

REVIEW OF LAW NUMBER 1 OF 2015 ON THE STIPULATION OF REGULATION OF THE 

GOVERNMENT IN LIEU OF LAW NUMBER 1 OF 2014 ON THE ELECTION OF GOVERNOR, 

REGENT, AND MAYOR INTO LAW, AS MOST RECENTLY AMENDED BY LAW NUMBER 6 OF 

2020 ON THE STIPULATION OF REGULATION OF THE GOVERNMENT IN LIEU OF LAW 

NUMBER 2 OF 2020 ON THE THIRD AMENDMENT TO LAW NUMBER 1 OF 2015 ON THE 

STIPULATION OF REGULATION OF THE GOVERNMENT IN LIEU OF LAW NUMBER 1 OF 2014 

ON THE ELECTION GOVERNOR, REGENT, AND MAYOR INTO LAW INTO LAW

183/PUU-XXII/2024 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT REVIEW OF LAW NUMBER 18 OF 2003 ON ADVOCATES

151/PUU-XXII/2024 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI REVIEW OF LAW NUMBER 27 OF 2022 ON PERSONAL DATA PROTECTION

135/PUU-XXII/2024

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG 

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

REVIEW OF LAW NUMBER 7 OF 2017 ON GENERAL ELECTIONS AND LAW NUMBER 8 OF 

2015 ON THE AMENDMENT TO LAW NUMBER 1 OF 2015 ON THE STIPULATION OF 

REGULATION OF THE GOVERNMENT IN LIEU OF LAW NUMBER 1 OF 2014 ON THE 

ELECTION OF GOVERNOR, REGENT, AND MAYOR INTO LAW


